PERATURAN. __ERUNBANG-UNDANGAN '

Ol_eh_-f'Ma'c}zqu Aziz

- "A real and good understandmg of formal and materzal consmutwn baszs of
... legislations is conditio sine quanonto the legislative: drafters inordertheir. ..
o legislation product that they made: noteasily cancelied in Judicial review. by
S The Constztutwnal Courts (UU} or by The Appellate Courts (any leg:slattons el

'Key words formal an_d matenal constztutzon baszs of Zegzslaﬁon legzslatwe' ..

draﬁer

© Abstrak

Pemahaman yang baik cian benar tentang Iandasan formﬂ dan maternl

konstitusional peraturan pemndang-undangan merupakan conditio sine.

guanon bagi Perancang agar peraturan perundaug undangan vang
dibnatnya tidak mudah “dibatalkan imelalui pengujian ke Mahkamah
Konstitusi. (UU) atau ke Mahkamah Agung (peraturan perundang—
undangan di bawah UU]J. 7 ¥y _

Kata kunci: landasan formil dan materiil konstxtusmnal peraturan
pemndang undangan perancang : S

A Pendahuluan

Mata pelajaran ‘Landasan P‘orm}.l dan Materiil Konstitusional
Peraturan Perundang-undangan” merupakan bagian dari mata
pelajaran inti “Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-
undangan” di samping mata pelajaran “Politik Peraturan
Perundang-undangan” dan “Sistem Pemerintahan Negara” yang
diberikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan
Perundang-undangan (Diklat Perancang).! Tujuan umum mata
pelajaran “Landasan Formil dan Materiil Konstitusional
Peraturan Perundang-undangan” diberikan kepada para (calon)
Perancang agar para Perancang benar-benar memahami

Pensiunan PNS Depkumham (mantan Kepala Subdirektorat Pembinaan Tenaga
Perancang Perundang-undangan Direldorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia {1999-2004) dan mantan Staf Ahli dan
Asisten Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2004-2008}.

' Lihat Permenkumham Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
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_{-konstltuﬁ (UUD) sebagau sumber hukum yang utama dalam.: '
"f’pembentukan peraturan- perundang undangan baik secara B
formil maupun materiil, Dengan memahami konstitusi maka
pembentukan peraturan: pemndang undangan mendapatkan:.
landasan konstitusional yang benar dipandu oleh nilai-nilai
o Pancasﬂa yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan L
 .UUD 1945, NN ey | R i
o Secara khusus mata_.pelajaran tersebut dlbenkan agar para_' :
-":':(calon)' Peranoang dapa 'memaham1 substansi yang terkandung _-
~dalam UUD 1945 baik secara tersurat maupun tersirat dan::
"terampll serta benar dan tepat dalam membuat konsiderans
i memmbang dasar hukum ‘mengingat”, dan menjabarkan
- nilai-nilai konstitusi (UUD 1945) yang tersurat maupun tersirat
ke dalam batang tubuh (pasal- -pasal) peraturan perundang-
undangan sehingga secara vertikal, peraturan perundang-
undangan tersebut- harmoms /selaras dengan konstitusi (UUD
1945), Mata pelajaran “Landasan Formil dan Materiil
Konsntuswnal Peraturan Perundang- undangan” terdiri atas:
1. Pengertian"konstitusi” dan “UUD”, “materi muatan/mlai/
sifat konstitusi”; '}
2. Pengertian “hukum” dan “peraturan perundang -undangan”;
‘hukum formil” dan “hukum materiil”; “sumber hukum
formil” dan “sumber hulum materiil’; Pengertian undang-
undang dalam arti form11 dan materiil {wet in formele en
materiele zin),
3. Pelaksanaan “landasan formil” dan “landasan materiil”
peraturan perundang-undangan secara teknis;
4. Dampak amendemen UUD 1945 terhadap pembentuk dan
pembentukan peraturan perundang-undangan
5. Praktik pembuatan “landasan formil” dan “landasan
materiil” peraturan perundang-undangan,

B. Pengertian Landasan Formil dan Materiil Konstitusional
Peraturan Perundang-undangan dan Pe nitingnya dalam
Pembentukan (Rancangan) Peraturan Perundang-

. undangan

- Pada kesempatan ini karena keterbatasan ruang dan waktu
hanya akan diuraikan Landasan Formil dan Materiil
Konstitusional Peraturan Perundang-undangan untuk
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:E_kep eﬁtmgan prakt1 s '

P r'aturan' Perundang undangan yanCr (akan) dlbentuk
.ELan.dasan Matern} Konsutusmnal Peraturan Perundang-_'
undanganini. kemudian diuraikan secara. ringkas.: dalam.. :
fkonmderans memm’oang” dan dxtuangkan dalam norma-norma.

SR Lé.ndasé.n Fdl.'ni.ﬂ'c.iah Mé\f_ :

dalam pasal dan/atau ayat. dalam Batang Tubuh dan dijelaskan

lebih lanjut dalam Penjelasan suatu peraturan perundang—

undangan kalau kurang. jelas.. L -
- Penjabaran Landasan Materiil Konst1tus1ona1 Peraturan -
Ee:u_ndanwundangan dalam konsiderans “menimbang” dan
dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat} disesuaikan dengan
kemgman pembentuk: UU . (DPR dan Presiden) sebagai
kebijakan /politik hukum (legal policyjnamun harus tetap dalam
pemahaman koridor: konstitusional yang tersurat maupun
tersirat. Semuanya ini amelalui metoda penafsiran. Kalau
terjadi.perbedaan penafsiran antara pembentuk UU (DPR
dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal
(-pasal) UUD 1945 yang dijabarkan dalam suatu UU maka
vang dimenangkan adalah penafsiran yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir akhir
konstitusi (the guardian/last interpreter of the constitution).2
Landasan Formil Konstitusional Peraturan Perundang-
undangan menjadi penting dengan adanya lembaga negara
dalam Kekuasaan Kehakiman yang diberikan wewenang oleh
konstitusi untuk menguji (judicial review) peraturan perundang-
undangan yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan
Pasal 24C UUD 1945 pasca amendemen. Dalam Pasal 24A
ayat {1} UUD 1945 Mahkamah Agung diberikan kewenangan

* Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU Ketenagalistrilan, UU
Pemerintanan Daerah, UU-APBN, UU Komisi Yudisial, UU Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi, dan UU KPK.
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':-:mengu_u peraturan perundang undangan di bawah UU_-_' :

terhadap: UU Kewenangan konstitusional semacam ini

o “_sebenarnya pernah dimuat juga da_lam Konst1tus1 Repubhk"'
Indonesia Serikat Tahun 1949 (KRIS 1949). ‘Namun dalam
'Undang»Undang Dasar Sementara Tahun' 1950 {UUDS 1950)

~maupun dalam- Undang—Undang Dasar Ta_hun 1945 ‘tidak ada

_-:kewenangan konstltuszonal semacam ini yang dlberlkan

_. j_.;{:kepada Mahkamah Agung Kewenangan mengujl peraturan o

- ._.fperundang undangan di bawah uu: terhadap U diberlkan_:" :
> __'-kepada Mahkamah Agung-hanva’ dldasarkan UU; jadi bukan

kewenangan konstltuszonal (vide UU No. 14/ 1970 tentang
'Ketentuan -ketentuan ‘Pokok’ Kekuasaan Kehakiman yang
sekarang telah d1gant1 dengan UU No. 4/2004" tentang
Kekuasaan. Kehaklman jo UU'No. 14/1985 tentang Mahkamah
Agung yang telah ‘diubah dengan UU No. 5/ 2004).

“Dalam- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen
Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji
UU terhadap UUD. Kewenangan konstitusional semacam ini
belum pernah ada’ sebelumnya. Barulah dalam rangka
pelaksanaan faham/sistem “Supremasi Konstitusi” di Era
Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and balances dalam
UUD 1945 pasca amendemen, denga.n semangat dan jiwa baruy,
kini suatu UU dapat diuji secara judicial (judicial review)
terhadap UUD, yang selama kurang lebih 55 tahun usia
Republik Indonesia suatu UU tidak dapat diganggu-gugat.
Dalam UUD 1945 pra amendemen memang tidak diatur
mengenai pengujian UU terhadap UUD, sehingga timbul kesan
pemahaman yang sama dengan hukum dasar yang diatur dalam
KRIS 1949 dan UUDS 1950 bahwa UU tidak dapat diganggu-
gugat {de wet is ondschendbaar) sebagaimana diatur dalam Pasal
130 ayat (2} KRIS 1949 dan Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950.

Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan
Ketiga UUD 1945 {2001) di Era Reformasi, UU Jjuga dapat diuji
terhadap UUD. Namun pengujiannya bukanlah pengujian secara
judicial melainkan pengujian secara legislatif atau secara politis
{legislative/ political review) karena yang mengujinya adalah
lembaga politik atau lembaga legislatif yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana dimuat dalam Pasal
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U3melaksanakan tuﬁas dan fungsmya'menyusun/membuat'
peraturan perundang undangan agar peraturan perundang-. -
undangan tersebut tidak mudah dlbataikan oleh Mahkamah
Konstmlm atau Mahkamah Agung '

C. -T@knlk Pembuatan Landasan Formil dan Materiil
‘Konstitusional Peraturan Perundang-undangan daiam
) Pembentukan (Rancangana ?eraturan Perundang-
"j'_'undangan WAV, V85 O URERE R R R
. ’‘Sebagaimana . dzurazkan d1 atas Landasan Formﬂ
Konstitusional Peraturan Perundang-undangan adalah
dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural
terhadap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat”. Kalau
pembuatan atau prosedur pembuatannya tidak benar atau
menyimpang dari UUD 1945 dan UU Susduk DPR, DPD, dan
DPRD dan jabarannya dalam Peraturan Tata Tertib DPR/DPD
{untuk UU) dan Tata tertib DPRD {untuk Perda} serta prosedur
yang ditentukan dlam UU No. 10/2004 dan UU Pemerintahan
Daerah (bagi Perda), maka UU dan/atau Perda tersebut dapat
dibatalkan secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi
(untuk UU) atau oleh Mahkamah Agung (untuk perda).?

# Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2): Pengujian Materiil
adalak pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasdal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 194 5.
Pasal 4 ayat (3): Pengujian Formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan
dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk
pngujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kata “hal-hal lain” dapat berarti
luas yaity mencakup “menimbang’, “mengingat®, salah ketik, salah format, dan lain-
lain.

389




 furnat LEGISUASI NDONESI Vol. 6 No. s - September 2000

- Berdasarkan pemahaman di atas maka Landasan Formil
~ Konstitusional Peraturan Perundang-undangan untuk: =
1. Undang-Undang Dasar (UUD) adalah Pasal 3 ayat (1) UUD
1945_]013&331 -37:':'UUD 104540 00 e i _.: A o
- Undang-Undang (UU) adalah ‘Pasal 5 ayat (1) UUD 1945
* (untuk RUU yang datang dari Presiden/Pemerintah), Pasal

20 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945 (untuk RUU yang datang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

4. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Pasal 5 ayat (2) UUD

5. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Pasal 4 ayat (1) UUD

1945; - - .
6. Peraturan Daerah {Perda) adalah Pasal 18 ayat (6) UUD
. 19457 B 7. .. L

* “Daldm hal ini sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/ 1966
iis TAP MPR No. III/MPR/2000 dan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, UUD dikategorikan atau termasuk jenis peraturan
pe'rundang-undangan walaupun merupakan hukum dasar. Pasal 3 ayat (1) UUD
1945 dasar konstitusional penetapan dan Pasal 37 UUD 1945 merupakan dasar
kenstitusional perubahan UUD.

. Kalau RUU datang dari Presiden/Pemerintah, maka Pasal 21 UUD 1945 tidalk
dicantumkan sebalilkknya kalau datang dari DPR Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak
dicantumkan. Sebelum (pra) amanderaen UUD 1945 Pasal 5 ayat {1) selalu
dicantumkan dalam setiap UU baik yang RUU-nya datang dari Presiden sendiri
maupun RUU-nya datang dari DPR, karena pembentulc UU yang utama (primaire
wetgever) pada saat ity adalah Presiden, sedangkan DPR hanyalah pembentulk UU
serta fmedewetgever). Sehingga selama masa Orde Baru Pasal 5 ayat (1) selalu
dicantumkan dalam dasar hulum “‘mengingat” UU. Sedangkan Pasal 21 QYUD 1945
hanya dicantumkan ketika RUU-nya datang dari DPR. Setelak amendemen UUD
1945, di mana pembentuk UU yang utama dialihkan kepada DFR maka kalau RULU-
nya datang dari Presiden, Pasal 5 ayat (1) YUD 1945 dicantumkan dalam dasar
hulum “mengingat” U, Kalau RUU-nya datang dari DPR, Pasal 21 UUD 1945 yang
dicantumkan, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak dicantumkan dalam dasar
hukum “mengingat” UG,

® Kalau masih berbentuk Perpu maka hanya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang
dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” Perpu. Kalau Perpu tersebut kemudian
diajukan ke DPR dalam hentuk RUU Penetapan Perpu maka landasan fermil
konstitusionalnya adatah Pasal 5 ayat (1}, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) dan {3} UUD
1945,

7 Kalan mengikuti bunyi norma dasar Pasal 18 ayat {6} UUD 1945 secbenarnya tidak
hanya Peraturan Daerah (Perda) saja yang diberikan landasan formil dan materiil
konstitusional melainkan juga “peraturan-peraturan lain” sehingpa Pasal 18 ayat {6}
UUD 1945 ini pun dapat dicantumkan pada dasar hukwm “mengingat” Peraturan
Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota dan Peraturan Desa.
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- _-:.untuk memb

S iL'arada's'an Forinjl.da}x Matériil Konéﬁtuéio:ié% Peratﬁfén-?e%ﬁndéngzunhaﬂgaﬁ_ o

3 Sebagalmana dluralkan d1 atas bahwa La_ndasan Maternl
K nsﬁtusmnal Peraturan. Perundang~unciangan dlmaksudkan-'-
' __ari sign bahwa. Peraturan Perundang—.._.f
.undangan yang dlbentuk merupaka;n pen;abaran dari Pasal-
' ".:f.pasal'UUD 1945 yang dxcantumkan juga: dalam dasar hukum_-.
engmgat”'suatu Peraturan Perundang undano"an yang

"dalam pasal dan / atau ayat dalam Batang ’I‘ubuh dan dlj elaskan '

lebih lanjut. dalam Penjelasan suatu. peraturan perundang~
undancan kalau kurang Jjelas.. RENESTRR P S
' Pencantuman Pasal- pasal Uub. 1945 seba@az landasan
maternl konstltusmnal peraturan perundang-undangan
tersebut disesuaikan dengan materi muatan yang akan
dijabarkan dalam. Batang Tubuh Peraturan Perundang-
undangan tersebut. Sebaga;._contoh_ misalnya akan dibentuk
RUU {(UU) tentang Partai Politik, dicantumkan Pasal 28 UUD
1945 karena pasal ini memuat hak-hak dasar manusia {dalam
hal ini warga negara) untuk menyatakan ekspresinya dalam
suatu kegiatan politik atau membentuk organisasi partai
politik. Pencantuman Pasal 33 UUD 1945 dalam dasar hukum
“mengingat” suatu RUU (UU) memberikan indikasi bahwa
landasan materiil konstitusional RUU (UU)} adalah yang
berkaitan dengan kesejahteraan atau kegiatan di bidang
ekonomi dan kekayaan alam (SDA).

Pasal-pasal UUD yang dijadikan landasan materiil
konstitusional tersebut kemudian diuraikan secara ringkas
dalam konsiderans “menimbang”, dan dijabarkan atau
dituangkan lebih lanjut dalam pasal dan/atau ayat dalam
“Batang Tubuh”, sampai dengan “Penjelasan” peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan kalau dibutuhkan.

Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan
Perundang-undangan kemudian diberikan landasan UU yaitu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {UU No. 10/2004}. Dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ditentukan:
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Butir 17: Konsiderans ‘memuat uraian - singkat mengenai
++ pokok-pokok:pikiran  yang menjadi latar ~belakang dan
- alasan pembuatan Peraturan ' Perundang-undangan. =
2: - Butir 18: Pokok-pokok pikiran pada konsiderans UU atau
- Perda memuat unsur-unsur filosofis; juridis, dan sosiologis

yang-menjadi latar belakang pembuatannya. 8 SEELTRE

Butir 17-18 tersebut mencerminkan bahwa Peraturan .
- Perundang-undangan tertentu (khususnya UU dan Perda)
_harus mempunyai landasan formil dan materiil konstitusional -
- yang dituangkan dalam “menimbang” dan dasar hukum

*mengingat’. "q T U~
s Unsur filosofis yang termuat dalam latar ‘belakang
pembuatan suatu UU/Perda merupakan hakekat (inti) dari
landasan formil dan materiil konstitusional Peraturan
Perundang-undangan. Unsur filosofis yang akan diuraikan
secara singkat dalam “menimbang” ini terkandung dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 (tersurat-tersirat); F

2. Aturan/norma dasar (tersurat/ tersirat) dalam pasal-pasal
~UUD 1945; WAL, 2 ) |
3. Kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah

“dirangkum” dan “dimuat” dalam nilai-nilai yang ada pada

‘setiap sila dari Pancasila; atau '
4. Setiap benda/situasi/kondisi yvang akan diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencari

kebenaran di atas kebenaran dari yang akan diatur

(relatif).

Unsur sosiologis yang dimuat dalam latar belakang
dibuatnya UU/Perda adalah konstatsi fakta atau keadaan
nyata dalam masyarakat. Misalnya: dalam UU No. 22/1997
tentang Narkotika unsur sosiologisnya adalah adanya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin
banyak terjadi di masyarakat yang dapat merusak tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8 Kata filosofi berasal dari kata Philosophia: philo (cinta); sophia {kebijaksanaan)
secara harfiah berarti: cinta kebijaksanaan flove of wisdom); Filsafat adalah refleksi
kritis manusia tentang segala sesuatu yang dialami untuk memperoleh makna yang
radikal dan integrai. Filsafat bersifat kritis karena merupakan hasil akal budi manusia
yang mendalam. Filsafat memerlukan refleksi tentang arti dan makna yang dialami
secara kritis dan rasional. Dengan demnikian melakukan transendental dan distansi
terhadap obyek untuk mengetahui makna yang sesungguhnya (berusaha dengan
sungguh-sungguh mencari kebenaran di atas kebenaran) yang berkaitan dengan
nilai-nilai (a/l keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kepastian hukum),
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N Landasan Forniil dan Materiil I{onstitusional -Peraturan Perundang-undangan e

Unsur yundzs yang dlmuat dalam Iatar belakang d1buatnya
'_UU/ Perda adalah berka1tan dencran Peraturan Perundang~ N
angan yang ada ba1k yang men;ach dasar ‘hukum
'mengmgat” maupun yang berkaltan secara Iangsung dengan'-
f.substansx Peraturan Perundang-undangan yang bersa_ngkutan ;

D1samp1ng But1r 17 18 Landasan Formﬂ dan Materiﬂ :

- _:K_____ns_txtuswnai Peraturan Perundang undangan ‘dalam

:Undang Undang Nomor 10: Tahun 2004 diberikan alas hukum"' |
juga yaltu dalam Butir, 26 yang berbunyl Dasar hukum' memuat_ :
dasar- kewenangan pembuatan Peraturan’ Perundang-_

undangan dan ‘Peraturan Perundang-undangan -yvang

memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang- undangan

Ketentuan dalam Butir 26 tersebut berisi landasan formil dan

materiil konstitusional, apabila menyangkut UUD. Kalau

menyangkut Peraturan Perundang-undangan lain di bawah

UUD dan TAP MPR disebut landasan formil dan materiil yuridis

{yuridis formil-materiil} Peraturan Perundang undangan

Contoh: Landasan formil dan maternl konstitusional dan

yurxdls formil-materiil Undang*Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung adalah

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25

 Undang-Undang Dasar 1945; '

2. _Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IfI/MPR/1978 tentang Kedudukan dan
Hubungan tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau
AntarLembaga-lembaga Tinggi Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan—
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2951);

D. Kedudukan Ketetapan MPR dalam Dasar Hukum
“Mengingat”
Ketetapan MPR (TAP MPR] dapat dimuat dalam dasar
hukum “mengingat” suatu UU sebagai “landasan materiil
konstitusional” (kalau TAP MPR dikategorikan aturan/hukum
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r).° Kalau TAP’ MPR d1kategonkan sebaga1 peraturan
-perundang ~undangan bukan hukum dasar maka TAP MPR
dapat didudukkan sebagal “landasan’ materiil- yurldls” dari
pembentukan suatu UU, apabila dalam TAP MPR tersebut ada
perintah’langsung (secara tegas) untuk menwatur leblh Ianjut
substa_nsmya ke dalam UU, :

 Pada masa Orde Baru TAP MPR tentang GBHN pada
. umumnya menjadi’ dasar hukum {“mengingat”) suatu UU,
misalnya TAP MPR' No. IV/MPR/1983 tentang: Referendum :
-memermtahkan secarategas agar dibentuk UU- ‘tentang
Referendum. Contoh lain adalah perintah TAP MPR No. Vi/
MPR/2002 kepada DPR dan Presiden untuk merevisi
(mengubah) UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UU No.
5/1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan TAP MPR No. I /
MPR/2003 masih ada beberapa TAP MPRS dan TAP MPR yang
masih “diberlakukan” atau. “berlaku” dengan syarat sampai
terbentuknya UU yang mengatur substansi yang ada dalam
TAP MPR tersebut atau selesainya masalah yang dxsebutkan
dalam TAP MPR tersebut.

Ke depan, disepakati MPR tidak akan membuat lagi produk
hukum berbentuk TAP MPR yang mengikat ke luar, walaupun
dalam Keputusan MPR No. 7 jo No. 13/MPR/2004 tentang
Peraturan Tata Tertib MPR-RI masih dimungkinkan
dibentuknya TAP MPR (vide Pasal 74) walaupun dalam bentuk /
arti beschikking sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No.
10 / 2004 dan Penjelasannya tak mungkin dapat dilaksanalkan
yvang berkaitan dengan TAP MPR karena MPR tidak akan
mengeluarkan lagi TAP MPR yang mengikat ke luar sebagai
jenis peraturan perundang-undangan.

® Menurut A. Hamid SA {alm) dan Maria Farida {sekarang Hakim MK} UUD dan
Ketetapan MPR merupakan hukum dasar, sehingga fidak termasuk jernis peraturan
perundang-undangan. Menurut kedua ahli tersebut yang namanya peraturan
perundang-undangan adalah UU dan peraturan perundang- undangan di bawahnya
dari Pusat sampai daérah, Namun menurut hukum positif {TAP MPRS No. XX/
MPRS/1966 yang kemudian dicabut oleh TAP MPR No. IHI/MPR/2000 dan
penjabarannya dalam UU No. 10/2004, UUD dan TAP MPR dikategorikan sebagai
(termasuk) jenis peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 10/2004, TAP MPR
tidak lagi dimasuklean {dikapus} sebagai jenis peraturan pemndang undangan karena
di Era Reformasi tidak akan ada lagi ada TAP MPR, kecuali sisa TAP MPRS dan TAP
MPR masa Orde Lama dan Orde Baru dan awal Reformasi yang masih “dianggap”
berlalcu sampai dibentuknya suatu UU atau sudah selesainya suatu masalah yang
diatur dalam TAP MPR tersebut berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003.
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